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Adapun alasan yang menjadl menarik untuk membahas tentang judul yang
diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan
dasar suka sama suka hanya saja korban dari persetubuhan sersebut adalah
perempuan yang belum dewasa. Keadaan ini menjadi menarik untuk ditelaah karena
apakah perihal kedewasaan dapat dijadikan alasan pelaku persetubuhan untuk dijerat
oleh hukum meskipun persetubuhan tersebut dilakukan dengan dasar suka sama
suka.

Permasalahan yang digjukan dalam penelitian ini adalah : bagaimana
dikatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan persetubuhan yang
ditakukan dengan dasar suka sama suka terhadap anak yang belum dewasa serta
bagaimana pertanggung jawaban secara pidana pelaku perse@ubuhan suka sama
suka terhadap anak yang belum dewasa.

Dari hasil penelitan dan pembahasan maka diketahui pada dasamya
persetubuhan yang dilakukan oleh pria terhadap perempuan yang belum dewasa
atau terhadap perempuan yang masih di bawah umur dimulai dengan adanya
unsur bujuk rayu dari pelaku, sepettl janji-janjl akan mengawinl atau menikahi
perempuan bersebut disebabkan adanya hubungan diantara keduanya (pacaran).
Dan juga bisa berupa pemberian materi dan kesenangan kepada si korban.
Pelaksanaan persetubuhan yang dilakukan oleh pria terhadap perempuan yang
belum dewasa atau masih di bawah umur pada dasamya dilakukan atas dasar
suka sama suka. Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku
persetubuhan terhadap perempuan yang belum dewasa atau yang di bawah
umur apabila perbuatan laki-laki tersebut dapat dibuktikan terhadapnya dapat
dikenakan sanksi berupa hukuman badan atau penjara dengan tidak memandang
berapa usla pelaku tersebut.Tidak adanya batasan mengenai usia yang dikatakan
belum dewasa atau di bawah umur secara pasti atau tidak ada keseragaman
menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum Istam dan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974.
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